
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS 
NOMOR  :    1     TAHUN 2006 

 
TENTANG 

 
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  TAHUN ANGGARAN 2006 

 
BUPATI MUSI RAWAS, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas, 

perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006; 
 

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 telah mendapat 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan Nota Kesepakatan 
tanggal 22 Maret 2006 Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 24 Tahun 2006 dan pengesahan Gubernur 
Sumatera Selatan tanggal 20 April 2006 Nomor 903/1613/Bappeda;  
 

c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Musi Rawas 

(Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ; 
 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan  (Lembaran Negara RI 
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI  Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara RI  Nomor 3569); 
 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran 
Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI  Nomor 3685) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI  Nomor 4048); 

 
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan  

(Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI  Nomor 3688);  
 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara RI  Nomor 3851); 
 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional  (Lembaran 
Negara RI Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara RI  Nomor 3952); 
 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI  Nomor 4437); 
 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara RI   Nomor 4438) ; 
 

9. Peraturam Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4416); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI 
Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 
Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4165); 

 


